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Poligami merupakan pilihan bagi suami yang mampu atau bagi yang 
memerlukannya. Akan tetapi pada pelaksanaannya berbagai bentuk, tujuan 
perkawinan poligami, masih banyak terjadi keretakan dalam rumahtangga di 
masyarakat, maka poligami menjadi sorotan hukum dan masyrakat.Indonesia 
sebagai Negara hukum telah mengatur poligami sebagai perkawinan yang sah dan 
memiliki payung hukum. Undang-Undang Perkawinan adalah dasar peraturan 
perkawinan yang mengikat seluruh warga Indonesia dan memiliki payung hukum 
dalam mendirikan lembaga keluarga. Prosedur poligami dalam Undang-Undang 
Perkawinan telah membebankan persyaratan bagi suami yang hendak melakukan 
poligami dengan syarat: suami wajib memiliki ijin dari istri, pejabat (bagi 
Pegawai Negeri Sipil) dan pengadilan sebagai tahap akhir untuk mendapatkan ijin 
poligami. Akan tetapi pengadilan tidak akan memberikan ijin untuk melakukan 
poligami kecuali seorang suami dapat memenuhi persyaratan alternatife yaitu istri 
tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, istri memiliki penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan. Lain halnya dengan poligami 
dalam fiqih Islam. Poligami telah diatur secara komperhensip dari berbagai sisi 
dan tatacara sebelum melaksanakan perkawinan poligami. Penelitian ini 
bertujuanuntuk dapat mengetahui mengapa Undang Undang Perkawinan di 
Indonesia mempersulit pelaksanaan poligami dan bagaimana pandangan fikih 
Islam. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode 
penelitian hukum normatife diskriptif, hasil dari analisis penelitian ini adalah 
Undang Undang Perkawinan di Indonesia bertujuan untuk mengatur pelaksanaan, 
menertibkan poligami dan memberikan hak-hak para istri dan anak-anaknya. 
Adapun pandangan fikih Islam terhadap poligami dalam Undang Undang 
Perkawinan telah mempersulit dengan persayaratan yang memberatkan pemohon 
ijin poligami dengan prosedur yang panjang, menjamin hak masing-masing 
keluarga dan melindungi mereka dengan memberikan payung hukum. 
 




Indonesian Polygamy In Law Of Marriage In Islamic Jurisprudence View 
Polygamy is choice for husband who can or need. But the implementation of 
polygamy in the society much of them get divorce and the last polygamy it would 
be attention of society and law. Indonesia as the state of law have manage The 
procedure of polygamy in the law of marriage gives some requirements for 
husband who want to do polygamy as follow: a husband is obligated to take 
permission from his wife, the functionary of his work (for government official) 
and from the court as the law phase for getting the permission. Never the less, the 
court will not give permission of doing polygamy except by this conditions the 
wife is unable to do her obligation to her husband, she has incurable disease and 
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she is unable to pregnant it is different with polygamy according to Islamic 
jurisprudence polygamy has been managed comprehensively from any sides and 
ways to be done. This research aimed to know law base used in polygamy and 
clear it between law of marriage and Islamic jurisprudence. The writer used 
normative and descriptive method for writing this thesis and focuses on 
researching why Indonesian law of marriage make the procedure is difficult and 
how the Islamic jurisprudence view that being made as source of firm belief the 
result of analysis in polygamy matter according to the law of marriage in 
Indonesia have aimed for managing practice of marriage and giving rights for 
wife‟s and sons. The Islamic jurisprudence view about law of marriage made the 
procedure very difficult for husband by long procedure, guarantee right each 
member of the family and give them right of law.  
 
Keywords: polygamy, the law of marriage, Islamic Jurisprudence. 
 
1. PENDAHULUAN 
Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitroh manusia dan 
memiliki status perkawinan yang sah danbertujuan membangun rumah tangga 
sakinah, mawaddah dan rahmah.
1
 Anjuran dalam melaksanakan perkawinan 
diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan 
keturunan.Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekan di 
berbagai Negara seperti: Jepang, India,
2
 Afrika, Jerman, Prancis, Australia, 
Belanda, Denmark, Swedia dan lain-lain
3
 sudah merupakan hal yang lumrah. 
Kemampuan dalam materil dan libido merupakan dua hal pendukung untuk 
melakukan perkawinan poligami. 
Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan belanda yang sangat 
memprihatinkan kaum wanita terjadi karena mudahnya orang melakukan 
poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh agama,
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seorang suami memaksa istrinya supaya diijinkan untuk berpoligami, 
membuat surat-surat palsu sehingga pada akhirnya berdampak pada 
perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga.  
                                                          
1
 Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah,Perkawinan dan Perceraian Keluarga 
Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 5. 
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Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang Undang No. 1 
Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi 
izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabia 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5
 
Undang-Undang Perkawinan di Indonesiaberupaya memberikan payung 
hukumsebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang 
sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit
6
 dengan syarat kumulatif 
meliputi: kewajiban suami untuk meminta ijin ke pengadilan, mampu 
menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, 
serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil 
terjadinya poligami.  
Fikih Islam mengatur perkawinan poligami secara tegas dalam surat An-
Nisa ayat 3 sebagai dasar bagi seorang suami yang hendak melakukan 
poligami. Tugas seorang suami yang berpoligami ialah adil kepada setiap 
anggota keluarganya. 
Hadist Nabi sebagai sumber kedua dalam fikih Islam menjelaskan akibat 
poligami dari seorang suami yang tidak berlaku adil teradap istri-istrinya 
sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shalallahu „alaihi 
wasallam bersabda “barangsiapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia 
condong kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang pada hari 
kiamat sedangkan bahunya dalam keadaan miring sebelah”. 
Prosedur poligami dalam Undang Undang Perkawinan di 
Indonesiamemberikan syarat dan prosedur yang terlalu panjang
7
. Fikih Islam 
tidak menentukan prosedur seperti izin dan syarat alternatife seperti yang ada 
dalam dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia. Jadi, bagaimana fikih 
Islam memandang prosedur poligami dalam Undang Undang Perkawinan di 
Indonesia. 
                                                          
5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
www.hukumonline.com. hlm. 1. 
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Lihat Ali Trigiyanto, Perempuan dan Poligami, hlm. 339. 
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Lihat Muhammad Saleh Ridwan, Poligami dan Undang Undang Perkawinan, hlm. 375. 
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Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis tesis ini adalah 
dengan cara meninjau kembali Undang-Undang Perkawinan, Peraturan 
Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. 
Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini ialah hukum normatife yang 
mana hukum ini berlaku dan ada dimasyarakat supaya mendapatkan 
argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pelaksanaan dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Penulis dalam penelitiannya akan mengumpulkan data dari hasil 
penelitian pustaka dari berbagai jenis buku, jurnal, artikel dan lebih banyak 
pencariannya dengan melakukan penelusuran melalui media internet. 
Poko penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk 
menggambarkan poligami dalam Undang-Undang Perkwinan di Indonesia 
dalam Pandangan Perspektif Hukum Islam. 
Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu: mengidentifikasi 
masalah dalam penulisan tesis ini, merujuk Undang-Undang Perkawinan yang 
lebih pokok dalam membahas masalah poligami, merujuk Peraturan 
Pemerintah yang berkaitan dengan ijin perkawian dan perceraian, merujuk 
hasil penelitan-penlitian resmi yang berkatian dengan poligami, hasil 
penelitian dianalisis secara kualitatif, dan dilakukan penarikan kesimpulan 
dengan secara deduktif yaitu dengan cara penyajian yang terproses secara 
umum kepada hal yang khusus 
 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunakan penulis antara lain: 
2.1 Sifat dan Jenis Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan adalah pencarian fakta berdasarkan 
pada teori secara terperinci.
8
 
Adapun jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian 
hukum normatife (suatu kaidah hukum yang berlaku) yang bertujuan 
untuk menghasilkan argementasi, teori atau konsep baru sebagai 
pelaksanaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
                                                          
8
Suryana,Metodologi Penelitian,(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 19. 
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2.2 Metode Pendekatan Penelitian 
Pendekatan mencari informasi dari masalah yang sedang dicoba 
untuk mencari jawabannya. Maka, pendekatan yang digunakan penulis 
dalam tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan normatif 
dan pendekatan deskriptif. 
Pokok penlitian tesis ini adalah pendekatan deskriptif yaitu 
menggambarkan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di 
Indonesia dalam perspektif fiqih Islam. 
2.3 Teknik Pengumpulan Data 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan Penelitan hukum 
Normatif, maka teknik pengumpulan datanya adalah penelitian 
kepustakaan (Library Researsh), dengan cara mengumpulkan data, 
dipelajari dengan berbagai macam bahasan yang berkaitan dengan judul.  
2.4 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yaitu dengan cara mengolah data-data yang 
akan penulis gunakan untuk menyusun tesis ini dari beberapa langkah 
yang digunakan penulis yaitu: mengidentifikasi masalah dalam penulisan 
tesis ini, merujuk Undang-Undang Perkawinan yang lebih pokok dalam 
membahas masalah poligami, merujuk Peraturan Pemerintah yang 
berkaitan dengan ijin perkawian dan perceraian, merujuk hasil penelitan-
penlitian resmi  dengan cara mengutip data yang berkatian dengan 
poligami, hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, dan dilakukan 
penarikan kesimpulan dengan secara deduktif yaitu dengan cara 
penyajian yang terproses secara umum kepada hal yang khusus. 
 
3. PEMBAHASAN 
3.1 Poligami dalam Fikih Islam 
Perkawinan dalam Islam ialah suatu ikatan yang menghalalkan 
suami istri untuk bermu‟amalah
9
 dan membangun lembaga keluarga. 
Ikatan lawan jenis ini mendapatkan perhatian khusus, karena perkawinan 
                                                          
9
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ManhajulMuslim, (Mesir: Darussalam, 1964), hlm. 336. 
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merupakan jalan untuk setiap orang dan jalan terbaik khususnya bagi 
yang bertaqwa. Allah SWT berkalam dalam Al-Qur‟an: 
                       
                      
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 
10
 
Ketentraman menurut ayat diatas adalah merupakan tujuan 
disatukannya dua manusia yang memiliki rasa kasih sayang dalam 
membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. 
Poligami merupakan hal yang mubah (boleh) untuk yang mampu 
bukan wajib. maka, poligami bagi yang membutuhkan boleh 
melakukanya, apabila keadaannya berubah, boleh ia tidak 
berpoligami.
11
Dalam Al-Qur‟an telah disebutkan dalam surat An-Nisa 
ayat 3 dan ayat 129. Allah berkalam: 
                       
                          
              
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 
: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 
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Ar-Rum ayat: 21 
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A. Qadir Hassan, Kata Berjawab. Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syari’ah, 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 430. 
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Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang 




Ayat di atas memiliki makna yang luas yaitu: Perkawinan yang 
dianjurkan, Seorang pria boleh menikahi perempuan yang dia senangi 
dua, tiga atau empat, Menikah dengan seorang wanita adalah jumlah 
minimal dan menikahi empat wanita adalah merupakan batas maksimal.  
Menurut Imam Syafi‟i suami yang berpoligami harus mampu 
memberikan nafkah untuk istrinya, apabila ia tidak mampu maka tidak 
boleh untuk berpoligami karena beristri lebih dari satu tentunya 
menambah beban untuk menanggung keluarga
13
 dari berbagai sisinya 
dan ketidakmampuan adil akan membuatnya terjerumus pada kezaliman 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 
Allah SWT telah menggambarkan tentang keadilan yang sulit 
untuk dilakukan dalam surat An-Nisa: 
                      
                     
      
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di 
antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu 
Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”14 
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 An-Nisa ayat: 3 
13
Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Matlabi Al-Quraisy, Tasir Imam As-Syafi’i, 
(Riyad: Dar At-Tadrib, 2006), hlm. 516.  
14
 An-Nisa Ayat: 129. 
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Perkawinan merupakan perintah agama dan merupakan solusi 
terbaik untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan perzinaan Nabi 
SAW bersabda: 
 
َنَ صَ احَ وَ َرَ صَ لبَ ل ََضَ غَ أ ََهَ ن َإ َفَ َجَ و َزَ ت َ ي َلَ ف َ َةَ اءَ البَ َمَ كَ ن َمَ َاعَ طَ تَ اسَ َنَ مَ َابَ بَ الشَ َرَ شَ عَ اَمَ يَ 
 اءجَ وَ َهَ ل ََهَ إنَ فَ َمَ وَ الصَ ب ََهَ ي َلَ عَ ف َ َعَ طَ تَ سَ ي ََلَ َنَ مَ وَ َرجَ فَ ل َلَ 
Artinya: hai para pemuda! Apabila di antara kalian mampu untuk 
kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga 
mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia 
berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya.
15
 
Jumhur ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hal poligami 
dan dalam waktu 18 abad yang silam
16
 tidak menjadikan suatu masalah 
yang perlu dibahas kembali. Adapun poligami merupakan perkawinan 
yang mubah. 
Syarat-syarat poligami bagi setiap suami wajib dalam berbagai hal 
antara lain: 
a. Suami tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita. Para ulama 
telah bersepakat akan bolehnya poligami dengan syarat tidak lebih 
dari empat orang istri17 
b. Haram menyatukan wanita-wanita yang masih ada tali 
persaudaraannya Nabi bersabda: 
ع ل ي ه َ َص ل َاهللَ  ىَالن ِب  :ََن  عنه َق ال  َاهللَ  ي  َه ر ي  ر ة َر ض  و س ل م َأ نَتن ك ح َع نَأ ِب 
ال ت ه ا.  املرأة َع لىَع م ت ه اَأ وخ 
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Al-Imam Al-Hafiz Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusairi An-Naisaburi, 
Shahih Muslim, No. 1400, hlm. 360 dan telah dishahihkan pula oleh Albani dalam kitab Sunan 
Ibnu Majah bab Maja‟a fi Fadli an-Nikah juz 1 hlm. 592. 
16
Muhamad Tanhulu, Rekontruksi Hukum Poligami dalam Perspektif Eman Sipasi 
Wanita, Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 
hlm. 19.  
17
Sadinah Idris Abdul Karim Alzawi, Ta’adudu Az-Zaujat, (1426 H), hlm. 11. 
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Artinya: dari Abu Hurairah radiallahu anhu berkata: Nabi 




c. Kewajiban suami adalah berlaku adil kepada para istri dan anak-
anak dalam pembagian nafkah, hari dan tempat tinggal
19
 
Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia, telah 
mencontohkan perkawinan poligami dengan memenuhi hak-hak 
para istrinya dalam hal tempa tinggal. Dalam Al-qur‟an Allah 
berkalam: 
                      
                       
                 
                 
                    
                    
                  
       
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk 
Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak 
(makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila 
                                                          
18
Lihat Al-Imam Al-Hafiz Abi Al-Husain Muslim, Sahih Muslim, hadis ke 1981, hlm. 
639 dan telah d ishahihkan oleh Syaib Al-Arnut dalam kitab Sahih Ibnu Hibban bab hurmatul 
munakahati juz 9 hlm. 427. 
19
 Muhammad Sa‟id Ramadhan, Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan 
Keadilan Islam, (Solo: Intermedia, 2002), hlm. 141. 
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kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang 
percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu 
Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan 
Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu 
meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), 
Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih 
suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti 
(hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya 
selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu 
adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”.
20
 
Ayat di atas merupakan dalil bahwa Nabi telah memberikan 
contoh pemberian tempat tinggal pada istri-istri yang dipoligami. 
1) Adil dalam mengajak bepergian (safar) 
Aisyah meriwayatkan bahwa apabila Nabi SAW hendak 
bepergian, maka ia mengundi setiap istrinya. Ketika itu 
undiannya jatuh kepada Aisyah dan Hafsah. Pada waktu 




d. Suami memiliki kemampuan 22menjaga kehormatan para istri dan 
memberikan nafkah. 
e. Suami tidak membuat huru-hara dan mampu bersikap bijak dalam 
keluarga. 
f. Kemampuan suami dalam memenuhi nafkah biologis isteri-
isterinya. 
g. Suami sehat secara jasmani. 
Fikih Islam memandang secara garis besar ada tiga hikmah 
diperbolehkannya poligami diantaranya: 
a. Maslahat Pribadi 
                                                          
20
Al-Ahzab ayat: 53. 
21
Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, Shahih fiqhu Sunnah wa Adilatuhu wa Taudihuhu 
Madzahib al-Alarbaah, (Mesir: Maktabah Taufiqiyyah, 2003), hlm. 244. 
22
Ibid, hlm. 216.  
11 
 
Poligami dalam syari‟at Islam dapat membantu setiap orang yang 
mengalami masalah pribadi dalam kehidupan seperti : 
1) Meningkatkan tarap kesejahteraan perempuan yang miskin.  
2) Perempuan mulia karena poligami. 
3) Menikahi para janda yang memiliki anak-anak23 
4) Istri memiliki penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. 
5) Sebagai solusi bagi wanita karir. 
6) Istri yang tidak memberikan keturunan tanpa harus mencerai istrinya 
yang sudah lama menikah.
24
 
7) Secara umum wanita lebih siap untuk menikah 
8) Seorang suami yang sering bepergian lama dan jauh 
9) Suami memiliki (hasrat) syahwat25yang lebih besar. 
10) Suami berharap memiliki banyak anak  
َجَ الَ قَ َارَ سَ نَيَ ب ََلَ عقَ مَ َنَ عَ  ََالنَ ل َإ ََلَ جَ ر ََاءَ : َإَ مَ لَ سَ وَ َهَ ي َلَ عَ َاهللَ َلَ َصَ ِب  َنَّ:
اَوَ جَ ّوَزَ :َت َ َالَ اَ؟َقَ هَ جَ ّوَزَ أت َ فَ أ ََدَ لَ َتَ اَل َهَ ن َّإ َوَ َالَ ج َ وَ َبَ سَ حَ َاتَ ذَ َةَ أ َرَ امَ َتَ بَ صَ أَ 
 مَ مَ الَ َمَ كَ رَبَ اثَ كَ َمَ نَِإ َفَ َدَ وَ لَ الوَ َودَ دَ الوَ 
Artinya: dari ma‟qal bin yasar berkata: seorang laki-laki datang 
kepada Nabi ia mengadukan prihal calon istrinya yang cantik akan 
tetapi ia tidak dapat memberikan keturunan. Maka, Nabi menjawab: 
nikahilah perempuan yang subur. Sesungguhnya aku akan bangga 




11) Bagi suami yang memiliki libido lebih besar, yang mungkin tidak 
biasa dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri yang tidak 
mampu memenuhi kebutuhan biologisnya suami. 
                                                          
23
Bekali Mantan PSK dengan Keterampilan Khusus, (Jawa Post, sabtu, 18 April 2015),  
hlm. 4.  
24
Yusuf Qordowi, Al-Halal wal Haram, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997),hlm. 171. 
25
Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin „Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah dari A 
sampai Z, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir), hlm. 462. 
26
Lihat Sunan Abu Daud hadis ke 1789, hlm. 291 dan disahihkan oleh Albani dalam kitab 
Sunan Abu Daud bab Min Tazawajul Walud juz 1 hlm. 625. 
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  ََ   َ  ََ َ َََ  َََ  َ   َ
   َ َ ََََ َ  َ  َ َ    َ َ  َََََ
Artinya : “5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. 
Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; 
Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. 7. 
Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-
orang yang melampaui batas”.
27
 
12) Masa subur laki-laki bisa berlangsung sampai umur 70 tahun, 
sementara perempuan hanya sampai berumur 50 tahun.
28
 
b. Maslahat Sosisal 
Peran penting poligami dalam kehidupan seseorang dapat dibagi 
menjadi beberapa manfaat: 
1) Jumlah perempuan yang lebih banyak. 
2) Laki-laki yang lebih sedikit dari pada perempuan. 
3) Jumlah laki-laki lebih sedikit  
Akibat perang Dunia kesatu telah membunuh banyak kaum pria 
dan pada akhirnya pemerintah Jerman akirnya meminta kepada 
ulama mesir untuk dibuatkan aturan poligami
29
 sebagai solusi sosial 
dalam  menyeimbangkan jumlah  laki-laki dan perempuan dalam 
masyarakat.  
4) Berlangsungnya perang  
5) Menciptakan lingkungan yang bersih dari paraktek asusila 
6) Menambah kader dakwah 
7) Sebagai anjuran Nabi dalam memperbesar jumlah masyarakat Islam. 
8) Poligami sebagai sebab terjalinnya hubungan kekerabatan dengan 
banyak pihak. 
9) Supaya terbebas dari pergaulan bebas yang membawa virus AIDS 
                                                          
27
Al-Mu‟minun ayat: 5-7. 
28
 Hariyanti, “Konsep Poligami dalam Hukum Islam”,Risalah Hukum Fakultas Hukum 
Unmul. Vol. 4, No. 2, hlm. 109.  
29




10)  Poligami akan memperbaiki Negara dari segi anak-anak yang baik, 
memiliki payung hukum dan dan semua wanita akan dapat 
menyelesaikan tugasnya dengan nyaman dan gembira. 
c. Maslahat akhlak 
Para perempuan yang hidup di luar dengan bercampur laki-laki 
tanpa pembatas antara keduanya maka itu merupakan faktor yang 
mempengaruhi perempuan hilangnya rasa malu yaitu rendahnya 
pengetahuan agama, ketidak hadiran orang tua, karena perngaruh 
pergaulan yang buruk, pengalaman berpacaran, informasi tetang seks dan 
rasa penasaran. 
Menyelamatkan kaum wanita dari pergaulan bebas yang dapat 
merusak kehormatan kaum perempuan. Ciri seorang perempuan yang 
dicari laki-laki adalah perempuan yang senang tinggal di rumah dan 
berakhlak mulia. 
Mulyanya seseorang ialah apabila ia memiliki akhlak yang terpuji 





3.2 Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia 
Perkawinan yang hendak dituju menurut Undang-Undang Dasar ialah 
membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal.
31
 Maka, keluarga 
yang bahagia adalah hasil komunikasi antara suami dan isteri yang saling 
membantu demi mewujudkan usaha untuk mencapai kesejahteraan spiritual 
dan materil. 
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan peraturan 
yang mengatur masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Peraturan 
perkawinan yang ada dalam undang-undang mempunyai kekuatan hukum dan 
mengikat
32
 setiap warga Indonesia maupun warga asing yang melaksanakan 
perkawinannya di Indonesia. 
                                                          
30
Penyebab Utama Moral Rendah, (Jawa Post, Senin 20 April 2015), hlm. 35. 
31
 Djuher, Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum 
Masyarakat, (Jakarta: Dewaruci Press, 1983), hlm. 78.  
32
M. Marwan dan Jimmy P,Kamus Hukum,(Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 621. 
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Menilik sejarah gerakan perempuan dari masa ke masa sebagai 
penolakan terhadap poligami di Indonesia antara lain: 
1. Kesadaran kaum perempuan yang memiliki harkat dan martabat terdapat 
pada jiwa perempuan telah lantang menolak poligami pada tahun 1910.
33
 
2. Kartini menulis penolakannya tentang bentuk perkawinan poligami pada 
tahun 1911 
3. Konfrensi perempuan di Yogyakarta tanggal 22 sampai 26 september 
1928 dihadiri oleh 30 organisasi perempuan sebagai salah satu bentuk 
penolakan terhadap perkawinan poligami. 
4. Pemerintah Kolonial Belanda, menyebarkan ordinansi tentang perkawinan 
yang menganut asas monogami pada tahun 1937.
34
 
5. Unjuk rasa yang dipimpin Perwari terhadap kebijakan peraturan 
pemerintah No. 19 Tahun 1952  yang memberikan biaya pensiun bagi 
Pegawai Negeri yang memiliki istri lebih dari satu.
35
 




7. Aksi gerakan perempuan sebagai penolakan poligami yang dilakukan oleh 
Aa Gym pada tahun 2006. 
Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk muslim 
terbesar di dunia memiliki sejarah perkawinan yang belum mempunyai 
payung hukum dan tidak diperhatikan oleh penjajah Belanda dengan maksud 
supaya penduduk muslim pribumi tunduk pada hukum adat yang tidak 
dikodifikasikan. 
Pokok-pokok yang melatarbelakangi perlunya dimunculkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal Perkawinan antara lain: 
1. Banyaknya kejadian kawin paksa. 
2. Maraknya perkawinan anak-anak (pernikahan dini). 
                                                          
33
Untung Yuwono, “Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami”,Wacana, Vol. 10. 
No. 1 April 2008, 2006, hlm. 3. 
34
 Lihat Ali Trigiyanto, Perempuan dan Poligami, hlm. 335.  
35
Andy Yentriyani dkk, Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap 
Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan, 2009), hlm. 60. 
36
 Lia Noviana,  “Prsoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam”,Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim, vol. 15, No 1 Juni 2012, hlm. 5. 
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3. Perkawinan yang banyak terjadi karena kurangnya perencanaan dan 
persiapan yang kurang masak, sehingga sering terjadi perkawinan putus 
di jalan atau perceraian. 
4. Poligami yang dilakukan tanpa mengindahkan syarat-syarat yang telah 
dibolehkan agama. 
5. Perkawinan yang sering dilakukan adalah pelaksanaan perkawinan yang 
tidak dicatatkan ke petugas yang telah ditunjuk oleh pihak yang 
berwewenang. 
Masalah pelaksanaan poligami dimasyarakat yang lebih 
memperihatinkan para praktisi hukum dapat disimpulkan : 
1. Perkawinan dilaksanakan dengan cara siri.  
2. Pemalsuan identitas di KUA.  
3. Memaksa istri pertama untuk memberikan ijin poligami. 
4. Meningkatnya angka perceraian yang disebabkan poligami. 
5. Tujuan poligami yang salah.  
6. Tidak paham dengan aturan poligami 
7. Takut diketahui istri pertama.  
8. Suami berakhlak buruk 
9. Menganggap poligami sunah. seorang suami yang meyakini akan 
sunahnya melakukan poligami, maka ia akan berusaha untuk menggapai 
pahala sunah. 
Adapun nilai Filosofis Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dapat 
diringkas antara lain: 
1. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan 
keyakinannya. 
2. Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
3. Asas perkawinan  monogami dan poligami yang dicegah atau dipersulit. 
4. Poligami hanya sebagai alternatife bagi suami.   
5. Perkawinan dapat berakibat pada pribadi suami dan istri. 
6. Dasar perkawinan adalah persetujuan antara dua belah pihak.37 
7. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan ikatan batin. 
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Ibid, hlm. 98. 
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Penulis memperhatikan Undang Undang Perkawinan dan Peraturan 
Perkawinan yang mencakup prosedur dan menjelaskan syarat-syarat poligami 
antara lain: 
1. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
Undang-Undang Perkawinan Nasional bersifat mengikat semua 
masyarakat Indonesia yang memuat prinsip-prinsip perkawinan dan 




Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur 
dan disebutkan dalam beberapa pasal antara lain: 
a) Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. 
Adapun poligami tetap diperbolehkan dangan syarat-syarat yang 
sudah ditentukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.  
b) Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan ijin ke 
pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan 
poligami apabila istrinya tidak dapat melaksankan tugasnya, sakit 
yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat 
memberikan keturunan. 
c) Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat komulatif yaitu: apabila mendapatkan 
ijin dari istri atau istri-istri, mampu memenuhi kebutuhan para istri 
serta anak-anaknya dan dapat berlaku adil pada anggota keluarganya. 
Pasal 5 Ayat 2 Izin yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a diatas, 
jika seandainya istri/istri-istri tidak mungkin dimintai izin karena 
sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim 
pengadilan. 
d) Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa dalam masalah poligami 
memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
1) Kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya  
                                                          
38
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Departemen Agama RI 
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek  peningkatan 
sarana kegiatan keagamaan Islam Zakat dan Wakaf), hlm. 145.  
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2) Sebagai istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang 
telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri 
berikutnya 




Berdasarkan hasil penelitian di atas poligami dalam Undang-Undang 
Perkawinan di Indonesia dalam perspektif fiqih Islam, maka dalam bab V 
(lima) ini, penulis dapat menyimpulkan hasil analisis deskriptif sebagai berikut: 
1. Undang Undang Perkawinan di Indonesia mempersulit poligami karena 
terdapat pada hal-hal poligami sebagai ikatan perkawinan yang sah dan 
perlu untuk diperhatikan pelaksanaanya, Masih banyaknya poligami yang 
dilaksanakan tanpa tanggungjawab dan untuk memberikan payung hukum 
kepada para istri-istri dan anak-anak hasil poligami. 
2. Pandangan fikih Islam tentang poligami dalam Undang-Undang 
Perkawinan di Indonesia di antaranya: 
a. Mempersulit pelaksanaan poligami dengan persyaratan dan prosedur 
antara lain: 
1) Syarat poligami 
Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia 




c) Tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan  
d) Tidak bertentangan dengan agama yang diyakininya 
2) Prosedur poligami 
Permohonan poligami dapat diringkas dalam beberapa poin 
di bawah ini: 
a) Adanya ijin dari istri 
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b) Adanya ijin dari pejabat (syarat untuk Pegawai Negeri Sipil 
pria) 
c) Mengajukan ijin poligami ke Pengadilan. 
 
b. Menjamin hak-hak setiap anggota keluarga dengan memberikan 
payung hukum sesuai prosedur perkawinan yang telah dilaksanakan 
dan 
c. Melindungi setiap anggota keluarga dari akibat poligami yang 
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